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Menimbang : a.

Mengingat

b.

BrIFAfr BARr$o SEIJITAN'

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Fasal 4 ayat (1)

peraturan Menteri DaLlam Negeri Nomor 133 Tahun 2018

;t""t Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Terhadi.p Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau

Pejabat Lain menyebutt *t' 'PPKD membentuk TPKD

,rrrt rA menyelesaltan tuntutan kerugian daerah" ;

bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Ti*
Penyelesaian Xerufran Daelah dan Sekretariat Tim

renyefesaian Kerugfan Daerah, 
-maka 

Keputusan Bupati

earito Selatan Noiror 18S.45/95/2A2L tentang Majelis

Fertimhangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan

Ganti n"gr dan sekretariat Majelis Pertimbangan

irrntot rr ?erbendaharaan dan Tuntutan Ganti R*9"

;;;ilttitjau kembali dan dilakukan penvesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Bupati Barito selatan tentang Pembentukan

iiri r*r,yelesaian Kerugian Daerah dan sekretariat Tim

PenyelesaianDaerahKabupatenBaritoSelatarr;

UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetaf,an Uni'ang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang PJrpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat iI di Kalimantan;

c.

1.

2. Undan5Undarrg Nomor
Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaar' Negara;

17 Tahun 2003 tentang
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4. Undang-Undang Nomor L5 Tahun 2AA4 tentang

Pemerifsaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun m14 tentang

Aparatur SiPil Negara;

Undang-UndarrgNomor23Tahun2014tentang
pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-
undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AL6
tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
ttegara] Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2al9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti

RuSt Keuangan dan Barang Daerah;

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun

2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian

Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau Pejabat Lain;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2o2O

tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuangan
Daerah;
peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan

Nomor 3 Tahun 2AL6 tentang Pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito
Selatan;

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

13. Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun

Kabupaten Barito Selatan
2Al7 tentang Tuntutan

dan Tuntutan Ganti RugiPerbendaharaan
Keuangan dan Barang Daerah;

peraturan Daerah Kabupaten Barito $el,atan Nomor 7

Tahun 2a2A tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
peraturan Daerah Kabupaten Barito selatsn Nomor 2

Talrun 2021 tentang $nggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Barito selatan Nomor 3 Tahun 2o2o

tentang Kedu-dukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi-serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Barito Selatan;



-

MEMUTUSKAN :

MenetaPkan

KESATU

KEDUA

Mernbentuk Tim Penyelesaian Kerugian paerah dan

i"f.."t".iat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten

Barito Selatan, d"rrg*t susunan dan keanggotaan

sebagaimana tercantu* a*** Lampiran I d?' Lampiran II

6;;rupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud

p"a"niktumKESATUmempu"yaitugassebagaiberikut:
A. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

1. Tugas Pokok :

a. Utenyu*un kronologis terjadinyq kerugian daerah'

mengumpulkan, menatausahakal, menganalisa

serta mellgevaluasi kasus tuntutan
perbendaha.aan dan tuntutan ganti rugi keuangan

dan barang daerah;
b. Mengu*p,it *r, bukti pendukung terjadinya

kerugian daerah;
c. Memproses dan melaksanakan eksekusi

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan Barang Daerah;
d. Menghitung jumlah kerugian daerah;
e. Menginvenlarisasi harta kekayaan mitik Pegawai

Negen Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang

dapatdijadikansebagaiJaminanPenyelesaian
Kerugian Daerah;

f. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan

kepada Bupati pada setiap ke'sus yang menyangkut
tuntutan peruenaaaaraan dan tuntutan ganti rugi
keuangan dan barang daerah termasuk
pembelanan, banding, pencatatan pembeba-san

ienghapusan, hukuman disiplin, penyerahan

penyelesaiannya melalui Badan Peradilan serta
penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi
harnbatan dalam penagihan melalui instansi
terkait; dan

g. Menyiapkan Laporan Bupati mengenal

perkembangan penyelesaian - kasus kerugian
daerah sec-ara pl*oait kepada Menteri Dalam

Negeri;
2. Ketua bertugas :

a. Memimpln/mengarahkan selumh kegiatan Tim
PenYelesaran Kerugian Daerah;

b.MemimpinsidanglrapatTimPenyelesaian
Kerugian Daerah;dan

c. Mehf,orkan secara berkala atau sewaktu-waktu
*',t,'t.setiapkegiatanTimPenyelesaianKerugian
Daerah.

3. Wakil Ketua bertugas :

a. Membantu Ketua datam melaksanakan tugasnya;

dan
b.MewakiliKetuadalammenjalankanfungsinya

dalam hal ketua berhalangan'
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4. Sekretaris bertugas :

a. Membantu kitua dalam melaksanakan tugasnya;

b. Memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh

urusan administrasi Tim Penyelesaian Kerugian

Daerah;
c. Menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus

kerugian daerah yang diterima oleh Bupati melalui

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

d. Menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat

persidangan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;

e. Menyiapkan bahan-bahan untuk rapat Tim

PenYelesaian Kerugian Daerah ;

f. Men3'iapkan dan menyampaikan undangan rapat

Tim Penyelesaia* Kerugian Daerah yang dilakukan

secara tertulis;
g. Menyampaikan bahan-bahan rapat kepada

anggota Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;

h. Mengumpulkan/menyusun berkas Tuntutan

Perbendaharaall dan Tuntutan Ganti Rugt

berdasarkandata/bahanbuktiyanglengkap;
i. Membuat notulen rapat Tim Penyelesaian

mendistribusikan surat gugatan dan Keputusan

Bupati Yang menYangkut Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan

l.Melaksanakandanmemimpinrapatsekretariat
sekurang-kurangrya sekali dalam tiga bulan atau

setiaP diPerlukan.
5. Anggota bertugas :

a.'ftet gftaAir{ setiap rapat Tim Penyelesaian

Kerugian Daerah;

b. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang

disampaikanolehsekretarisTimPenyelesaian
Kerugian Daerah;

Kerugian Daerah;
j. Membuat risalah

atas kerugian
hukumnYa;

k. . MemPersiaPkan,

pembahasan berkas tuntutan
daerah dengan Pertimbangan

mengumPulkan dan

turut serta
keputusan

c. Memberikan pertimbangan/saran dan

secara aktif dalam setiap pengambilan

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; dan

d" Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan

Ketua.

oleh

B. Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

1. Membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

menyiapkan data dan bahan yang diperlukan dalam

prosespenyelesaianTuntutanPerbendaharaandan
Tuntutan Gand RuSl Keuangan dan Barang Daerah;

2. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim

Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
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3. Menyiapkan konsep tugas yarrg diperlukan oleh Tim

PenYelesaian Kerugian Daerah'

Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

pada Diktum fepUe, nertangdng jawab kepada Bupati

Barito Selatan.

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan tm'

bersumber dari orA trup"ktorat Daeratr Kabupaten Barito

Selatan Tahun Anggaran 2022'

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku' Keputusan Bupati

Barito selatan xo*or Lgg.4s lgg lz021 tentang Mqielis

Pertimbangan t""t"tu" Perbendaharaan dan Tuntutan

Ganti Rugr aurr 
-s"Gtariat 

Majelis Pertimbangan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi' dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku'

Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 03 Januari

2022.

Tembusan disamPaikan KePada Yth :

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan !3qyblik Indonesia

Kepala perwakil"" gpK RI provinsi Kalimantan Tengah

t<"ir* DPRD Kabupaten Barito Selatan

1.
2.
3.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

BUPATI BARITO SELATAN

: 188.45 I 2e6 12022
. x$ g:uni 2A22

: PEMBENTUKAN TIM PEI{YELESAIAN

KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARI}T

TNII PNXYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN

SUSUNANKEANGGOTAANTIMPENYELESAIANKERUGIANDAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

.fab"tan Dalam Timrf"*ali*atan Pokok

Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatart

I?t*st'dan Aset

Daerah KabuPaten Barito.Selatan

@padalnspektorat
Daerah KabuPatqn Barito Selatan -

@I padllnspektorat
Dairah KabuPaten Barito Selatan-

ada lnsPektorat
DaerahKabupate@
@ pada-Inspektorat

Daerah Kabupaten Baritg Selatan. , =araan Pada e4*
[*iru"su" dai aset Daerah Kabupaten Barito

laPoran PadaKepala Bidang A
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

SELATAN,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

BUPATI BARITO SELATAN

: 188.45"1 zsb 12022

: 15 .luni 2A22

: PEMBENTUKAN TIM PEI{YELESAIAN- 
TBNUCIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

KABUPATEN BARITO SELTTAI{

SUSUNANKEANGGOTAANSEKRETARIATTIMPENYELESAIAN
KERUGIANnaBneuKABUPATENBARIT0SELATAN

Jabatan Dalam Tim
I{ama/Jabatan Pokok

rat Daerah KabuPaten

@ncanaan,Analisisdan
Prr*tr**i pada inspektorat Daerah Kabupaten

a Pada lnsPektorat
Daerah KabuPate

@E/PengelolaData
aiministrasi Pemeriksaan pada Inspektorat
Daerah KabuPaten B4rito Qglatan

ffi, MElPeugelolaData
Ad*irri*tt .si Pemeriksaan pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Eq$lqlelatan
Nuclqr Prayanta Natalius, S'Kom/ Telagp

f<o"tt"f. p*a* Inspektorat Daerah Kabupaten

SELATAN,


